MEKANISME PELAPORAN DAN
PEMERIKSAAN OLEH SATGAS PPKPT

PELUNCURAN PANDUAN
SOP PPKPT




SOP PPKPT

Prinsip dan Point
penting pelaporan

Alur Mekanisme
Pelaporan

Prinsip Pemeriksaan

Alur Mekanisme
Pemeriksaan



Mengapa Perlu

Mekanisme Pelaporan ?

Bagian penting upaya menciptakan sistem
yang responsif, adil dan berpihak bagi
korban. Pintu pertama Korban/Saksi
menyampaikan peristiwa kekerasan yang
dialami/disaksikan, sebagai dasar kerja
Satgas memverifikasi dan penanganan
kasus. Bentuk komitmen institusi beri
ruang aman suara korban




Tantangan budaya: diam,

takut, stigma, tidak Estimasi waktu merespon kasus,
percaya pada sistem, berikan pelindungan Pelapor,
khawatir status hak-hak korban, pastikan tidak
akademik, pekerjaan ada tindakan balasan dari

Terlapor/Pelaku dan Kampus

'

Aspikk:e!gjlii Pel:i\poran: Laporan
sibilitas dan PRINSIP DAN POINT
Kerahasiaan - Jelas, aman, € PENTING PELAPORAN ~—  °* I-Den-gaduan
mudah diakses diterima oleh
Satgas
\ Verifikasi awal
Bentuk laporan Pelapor/Korban, dan
pengaduan langsung, Saksi, klarifikasi para
tidak langsung, prinsip pihak, .
ramah, mudah, anonim pendokumentasian
jika diinginkan bukti-bukti,
pengambilan
keputusan awal
REKOMENDASAS: KESELAMATAN
SANKSI
ADMINISTRATIF .
TERHADAP PELAKU KERAHASIAAN Lanjut ke proses
< < emeriksaan
INFORMASI P
PEMULIHAN KORBAN
BERKALA TTG mendalam
PERUBAHAN PERKEMBANGAN

KEBIJAKAN KAMPUS KASUS



PELAPOR mencabut
laporan pengaduan

mengisi form
pencabutan pengaduan

Berita Acara
Pencabutan Laporan

Kode Etik penerimaan
laporan pengaduan

Upayakan tidak lakukan
kontak fisik

tidak menjanjikan sesuatu
kepada Pelapor/Korban

tidak merekam tanpa izin
Pelapor




Mengalami, mengetahui, dan/atau
menyaksikan tindak kekerasan

Laporan online (daring)

online

Mengisi formulir laporan

Laporan langsung (luring)

v

Formulir laporan memuat paling sedikit:
Nama Pelapor

Identitas Pelapor

Nama Terlapor

Identitas Terlapor

Bentuk kekerasan

Waktu peristiwa

Tempat peristiwa

Uraian singkat dugaan kekerasan
Bukti awal (tidak wajib)
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3

Sudah mengisi
formulir laporan

v

Belum mengisi
formulir laporan

Registrasi Laporan

4

h

PENANGANAN LAPORAN
MASUK

Satuan tugas mengisi

formulir laporan

Woga 0 by

Laporan langsung dapat berupa:
Surat tertulis

Telephone

Pesan singkat elektronik

Surat elektronik; dan/atau
Bentuk penyampaian laporan
lain yang memudahkan bagi
pelapor




Dilakukan paling lambat 3 hari setelah laporan masuk, dan diselesaikan paling lambat 7 hari.
Penanganan laporan dilaksanakan dengan pengambilan dokumentasi yang professional, menjaga

PENANGANAN LAPORAN

eamanan dan privasi data, dilakukan dengan persetujuan Pelapor, dan empatik.
MASUK k dan privasi data, dilakukan d j lapor, d ik
Fasilitas tersedia di
- ) ) Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban ‘ d:Is;:-nalia:;E SIE I
|dentifikasi korban, saksi, N Inventarisasi kebutuhan dan/atau Pelapor: . |
dan tEI"lEpOI" korban dﬂnfEtEILI PE|EPDF 1. Bantuan hukum jika ingin membawa ke ranah perujukan | .
hukum Kerjasama dengan
v 2. Bantuan medis, pemeriksaan luka, fisik, dll pihak lain jika fasilitas
A4 " 3. Bantuan psikologis, konseling, dll tidak tersedia di
i ’ . Bantuan digital jika kekerasan terjadi secara online mpus
Korban, saksi dan Korban, saksi dan terlapor 4, B digital jika kek jadi i ka
terlapor teridentifikasi belum teridentifikasi > Rumahaman
* _ ] . ¢ . Dilakukan dengan cara:
Penyusunan kronologi i Mengidentifikasi korban, 1. Menghubungi Pelapor
DEI‘iSﬁWE kekerasan saksi. dan Terla por 2. Menanyakan identitas Pelapor dan Terlapor lebih lanjut
'L : 3. Menanyakan Pelapor sudah melapor ke pihak mana saja
; 1. Permintaan keterangan awal dari Pelapor
Pemeriksaan dﬂlkumen 2. Dokumen/bukti akan dikumpulkan, disalin, dan/atau didokumentasikan kembali saat pemeriksaan jika
dan/atau bukti yang dibutuhkan
disediakan PE'EPDF 3. Dokumentasi bukti akan dicocokkan dengan kronologis peristiwa
4. Dalam hal hasil pemeriksaan butuh penanganan cepat, Satgas dapat segera melakukan pendampingan
l korban untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.
Pemberian informasi 1. Informasi berkaitan dengan proses penanganan laporan kekerasan
kEpElda Pelapur 2. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi atas risiko yang akan muncul. Penjelasan ini diperlukan agar
Pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langhkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh
'L Satuan Tugas
Sidang Telaah Awal : |
Mempertimbangkan:
v v 1. Informasi awal dugaan kekerasan
] ] ] 2. Bukti awal yang disediakan dan/atau disampaikan
Terbukti dugaan Tidak terbukti dugaan
kekerasan kekerasan

v
«—— Rekomendasi komisi etik

TINDAK LANJUT Penyampaikan informasi kepada Rektor,
PEMERIKSAAN Pelapor, dan Terlapor




e Keadilan dan imparsialitas

-Semua pihak diperlakukan adil, tanpa
keberpihakan yang tidak berdasarkan fakta
° atau relasi kuasa.
-dalam konteks pemulihan korban, keputusan
Kerahasiaan Satuan Tugas harus tetap didasarkan pada
. . bukti, keterangan, dan pertimbangan yang
identitas objektif.
-mendengarkan keterangan semua pihak
secara setara, namun tetap dengan kesadaran
bahwa korban berada dalam posisi rentan dan

Jika bocor:
reviktimisasi,

initimidasi memerlukan perlakuan yang empatik dan Berpihak pada
) protektif.
merusak sistem Korban
pelaporan kampus -Melindungi, memulihkan
dan menghormati
Tidak boleh: terbuka, \ -Mencari tempat, waktu

aman dan nyaman

Melibatkan pihak tidak > -Bahasa, kalimat tidak

berwenang, PRINSIP PEMERIKSAAN menyudutkan
Gunakan data/ cerita -Tidak memaksa bercerita
korban untuk tujuan l traumatik
lain
Kehati-hatian Fartisipatif dan transparan
secara terbatas,
terutama dalam pengumpulan -melibatkan korban tanpa -Tidak boleh:

dan analisis bukti.

-bukti dikumpulkan secara etis,
-tidak memaksa pihak mana pun,
dan tidak melanggar privasi.
-Dokumentasi yang dilakukan
harus terstruktur, tersimpan
dengan aman, dan hanya dapat
diakses oleh pihak yang memiliki
kewenangan.
-Kesimpulan tidak boleh diambil
secara terburu-buru atau
berdasarkan asumsi.

mengorbankan kerahasiaan dan
kenyamanan mereka.
-Korban berhak mengetahui
perkembangan proses kasus
mereka, salinan keputusan
pemeriksaan, serta
-memiliki suara dalam menentukan
bentuk pemulihan yang
dibutuhkan.

- memproses laporan
secara tertutup tanpa
memberi
Informasi pada korban, atau
-menyerahkan keputusan
sepenuhnya pada pihak
kampus tanpa akuntabilitas.

-proses pemeriksaan tidak
menakutkan, melainkan bagian
dari jalan menuju keadilan dan

pemulihan.




1. Dilakukan paling lambat 3 hari setelah tahap Telaah Awal selesai. | 1. Undangan diterima para pihak paling lambat 3 hari
TINDAK LANJUT : 2. Diselesaikan selama 30 hari, dan dapat ditambah 30 hari jika dibutuhkan. sebelum tanggal pemeriksaan.
. Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengambilan dokumentasi yang professional, menjaga . Surat undangan memuat paling sedikit:
PEMERIKSAAN 3. P ik dilak kand bilan dok i fessional j 2. S d li diki
keamanan dan privasi data, dilakukan dengan persetujuan para pihak, dan empatik. a. tanggal dan tempat surat pemanggilan
e | dibuat;
1 | b. n at pem ilan;
Persia pan pemeriksaan Sebelum proses pemeriksaan (untuk setiap pemeriksaan), dilakukan: ' i ngg‘::::;tit:f i:‘ngfilanr; dituju;
1. Penentuan tempat dan waktu pemeriksaan, db ST vaig dituju: :
l 2. Penentuan dan pembagian kerja dari petugas pemeriksa ' . i !
z ? , g ; e. tujuan permintaan keterangan;
. 3. Penentuan mekanisme pemeriksaan: daring, luring, atau hybrid. £ F ol
Permintaan keterangan > (ERRRIAROL A, L) _
g. tanggal, waktu, dan tempat pemanggilan.

kepada korban, saksi,

terlapor, dan ahli

1. Pemeriksaan dilakukan dengan penuh empati, tidak menyalahkan, fokus pada dugaan kekerasan yang terjadi dan kebutuhan korban

l 2. Tim pemeriksa sekurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang pemeriksaan
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan menjaga keamanan data pribadi dan reputasi para pihak

Pengumpulan informasi 4. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah antara korban, saksi, dan/atau terlapor
5. Pemenuhan hak korban, saksi, dan terlapor selama proses pemeriksaan
6. Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasivyang layak dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah penyandang disabilitas
7. Dalam hal korban dan saksi adalah sivitas, maka haknya dalam bidang pendidikan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan
8. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah Mitra atau warga kampus lain, Satgas berkoordinasi dengan pihak lain dan/atau kampus asal korban, saksi,
. . dan/atau terlapor.
Berita Acara Pemeriksaan 9. Dalam hal dibutuhkan, korban dan saksi dapat didampingi oleh pihak lain (sivitas atau pihak luar kampus). Pendamping berperan untuk mengawasi proses
pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi menyudutkan korban dan saksi.

l 10. Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya

11. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Sidang Analisis Bukti

Pemeriksaan Satgas melakukan sidang yang mencakup: 1. satgas, korban, saksi dan terlapor menandatangani berita
l ! a. Berita acara pemeriksaan korban, terlapor dan/atau saksi, acara pemeriksaan di setiap halaman.
b. Keterangan ahli jika ada 2. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor menolak
Sidang Penyusunan : : menandatangani BAP, maka harus mengisi formulir

permyataan penolakan menandatangani BAP

Keputusan Pemeriksaan

Sidang penyusunan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Siirt:t:t 2‘;;:?;;:::33{1 uniuk korban, aaksl dan teriapor

gan?d::t?;]:!ﬁliaﬂapﬂr' 4. Berita Acara Pemeriksaan memuat paling sedikit:
KESIMPULAN 2. bentuk Kekerasan yang dilakukan; E' !]Ej:;i;t: c;::gt:iggka?rs::r;;?:ssa”aian Vot

= Eembuktlan can gnallsrg et ¢. Uraian kronologis Kekerasan;

4. ringkasan pemeriksaan; 1 Barsis bldi

5. bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang ) 9 :

telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
6. pemyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.




TINDAK LANJUT

PEMERIKSAAN

MEKANISME PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Persiapan pemeriksaan

:

Permintaan keterangan

kepada korban, saksi,
terlapor, dan ahli

Y
Pelapnr Mencabut Satuan Tugas men ghentikan Satgas dapat menghentikan pemeriksaan dugaan kekerasan apabila:
; 1. Pelapor dan/atau korban tidak memberikan keterangan dalam tahapan
Lapuran pemerlksaan pemeriksaan,

v

Mengisi Formulir
Penghentian
Pemeriksaan

l

Pelapor dan/atau korban mencabut laporan,
Terlapor meninggal dunia,

Terlapor tidak ditemukan; atau

pembuktian tidak cukup.

bW

Berita Acara Penghentian
Pemeriksaan

Pendokumentasian dan

pengarsipan seluruh Dalam hal pemeriksaan dibuka kembali, maka Satgas dapat

mempergunakan seluruh dokumentasi dan arsip proses sebelumnya

proses pemeriksaan

v

Bukti baru muncul

Pemeriksaan dibuka Berita Acara Pembukaan
kembali Pemeriksaan kembali




